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Gorontalo, 16 Mei 2022

Kepada Yth.
Bupati Gorontalo 
di
Limboto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 
2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 
serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 
Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

L Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021, BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian inetm dalam penyusunan laporan 
keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Hasil pemeriksaan menunjukkan sisa Dana Alokasi Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub 
Bidang Pelayanan Dasar digunakan tidak sesuai peruntukkannya sebesar Rp8.598.859.356,64, 
yaitu untuk Belanja Alokasi Dana Desa sebesar Rp5.598.859.356,64 dan Belanja Hibah kepada 
Korem Nani Wartabone sebesar Rp3.000.000.000,00.

b. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Dana BOS pada 23 sekolah 
menunjukkan adanya pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak sesuai kondisi senyatanya 
sebesar Rp50.940.000,00.



c. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan menunjukkan Kasie Pengawasan dan Retribusi Pasar tidak melaksanakan 
penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar atas sewa petak sebesar Rp257.862.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo antara 
lain sebagai berikut:

a. Memulihkan penggunaan kas dari sisa DAK Fisik sebesar Rp8.598.859.356,64 dan menyiapkan 
strategi pemulihan dengan mendorong peningkatan PAD dan efisiensi anggaran;

b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menegakkan aturan terkait 
etika dan integritas dari pihak-pihak di sekolah untuk mengelola dana BOS sesuai ketentuan dan 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan aturan tersebut; dan

c. Menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar menegakkan aturan terkait 
etika dan integritas dari pihak-pihak di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk 
mengelola Retribusi Pelayanan Pasar sesuai ketentuan dan melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan aturan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud, yaitu LHP Nomor 
04.A/LHP/XIX.GOR/05/2022 tanggal 16 Mei 2022 dan 04.B/LHP/XIX.GOR/05/2022 tanggal 16 Mei 
2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah 
laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi Gorontalo 
la Perwakilan

/S.E., M.A., CFrA, CSFA 'l 
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Tembusan Yth.:
1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
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